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PUTUSAN
Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Batg

e Al ozl alll e,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 November 2000,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX  XXXXX
xXXxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
XXXXXXXXX, RT/RW : 002/002, XXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX,
Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasanya pada Advokat - advokat
pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Butta Toa Bantaeng yang beralamat di JI. Dr.
Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7
Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 13 Oktober 2020 yang
terdaftar pada  register surat kuasa
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng
dengan Nomor Register
116/SK/P/X1/2020/PA.Batg, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1996,

agama Islam, pekerjaan XXXXXXXKXX,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di XxxxXx,

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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XXXXXXXXX XXXXXXXXX,  XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Oktober 2020 yang terdaftar di E-Court Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bantaeng pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor
344/Pdt.G/2020/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, bertepatan dengan
tanggal 06 Rajab 1437 H penggugat dengan tergugat telah melangsungkan
pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX berdasarkan kutipan akta
nikah Nomor: 54/01/1V/2016, yang pada saat itu Penggugat berstatus
Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah Orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, RT/RW : 002/002, XxXx
XXXXXXX,  XXXXXXXXK XXXXXXXXK,  XXXXKKKKK  XXXXXKKK,  XXXXXXXX  XXXXXXXX
XXXXXxx sekitar 3 (tiga) bulan kemudian tinggal bersama di Malaysia selama
+ 2 (dua) tahun dan pada tahun 2018 tinggal bersama di XXXXX, XXXX
XXRXXXXX XXXKKKKK,  XXXXXXKKK XXXXXXKKK,  XXXXXXXXX XXXXXXXXX,  XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniahi anak;
4. Bahwa pada awalnya bakhtera rumah tangga yang terjaling antara
Penggugat dan Tergugat sangatlah indahnya dan penuh kebahagiaan
seperti rumah tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal
penggugat selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah,
warohmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
goyah dan tidak harmonis sejak berda di Malaysia Tahun 2018 yang
penyebabnya adalah:
5.1. Bahwa sering terjadi pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat;
5.2. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan setiap Kali
Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering mengatakan bukan
lagi suami isteri;
5.3. Bahwa Tergugat sering mengusir dan menyuruh Penggugat
pulang kerumah orang tua Penggugat;
5.4. Bahwa Tergugat cemburuan dan tempramental;Bahwa Tergugat

sering mengonsumsi minuman beralkohol;
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6. Bahwa sebagaimana pada poin 5 (lima) di atas menyebabkan
perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga akhirnya
puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar
bulan April Tahun 2020, di mana pada saat itu Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah
kembali;

7. Bahwa dari keadaan yang terjadi tersebut maka menyebabkan sampai
saat ini tidak lagi persesuaian paham antara Penggugat dengan Tergugat
walaupun Penggugat sering melakukan upaya-upaya untuk merekatkan
kembali hubungan tersebut, hingga akhirnya Penggugat berketetapan hati
bahwa jalan yang terbaik saat ini adalah Perceraian ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena di
dasarkan atas alasan-alasan perceraiaan sebagaimana di maksud dalam
pasal 116, huruf (f) dan atau huruf, (g) Intuksi presiden No. 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam ( KHI') Jo. Pasal 19, dan huruf (f) peraturan
pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 116, huruf (f), dan huruf
(9), Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (d), dan atau huruf
(f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Suami
melanggar talik-talak, yaitu Tergugat selaku suami telah menyakiti
badan/jasmani Penggugat selaku Isterinya;

9. Bahwa dalam rangka pencatatan atas suatu perceraian, maka berdasar
atas ketentuan pasal 147 ayat (2) intruksi presiden No. 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum islam ( KHI ) maka dengan ini di mohon pula
kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada panitra pengadilan Agama
Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta pegawai
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pencatat nikah tempat perkawinan dahulu di laksanakan guna di daftarkan
atau di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

10. Bahwa begitu pula hanya mengenai biaya perkara dalam perkara
ini, maka pada kesempatan ini di mohon pula kiranya majelis Hakim
menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat lkmal bin Jupri
kepada Penggugat A. Rahmi binti A. Hamid,;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Subsidair :
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Eluere, XXXXXXXXX
XXXXxxxx, Nomor : 0092/005/X1/2015 Tanggal 29 November 2015 Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx, Kelurahan
Campaga, Kecamatan Tompobulu, XXXXXXXxXX XXxXxxxxX, Hubungan
keluarga dengan Penggugat adalah Ibu kandung, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat di XXxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
telah bergaul layaknya suami isteri (ba’da dukhul) namun belum
dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai
perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat
karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan lalu karena Tergugat menyuruh tantenya
memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk
kemudian datang membawa parang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menjemput
Penggugat malah datang membawa parang dan mengatakan bahwa
Penggugat bukan istrinya lagi;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;
Saksi 2, Lia binti Halim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Dusun Buakang Paliang,
Kelurahan Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
Hubungan keluarga tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh tantenya

mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan datang

kerumah orangtua Penggugat membawa parang;

- Bahwa Tergugat beberapa kali datang mengamuk dirumah orang

tua Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat bukan istrinya lagi;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap para saksi tersebut,
Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Tergugat
tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan surat
kuasa khusus yang didalamnya Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat
atas nama Sulhadi, S.H. untuk mewakili dan bertindak atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan
terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh
Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa
tersebut berprofesi sebagai Advokat, dimana kuasa hukum Penggugat
melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat
Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi sehingga
Majelis Hakim menyatakan Kuasa hukum penggugat tersebut dapat diterima dan
dipandang berwenang untuk mewakili kepentingan Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perelisihan secara
terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan
setiap kali Tergugat memukul Penggugat Tergugat sering mengatakan bukan
lagi suami istri, dan Tergugat sering mengusir dan menyuruh Penggugat pulang
kerumah orang tuanya serta Tergugat cemburuan dan tempramental dan sering
mengkonsumsi minuman beralkohol dimana hal tersebut mengakibatkan
keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang sampai saat ini
sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama pisah
antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 14 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 14 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi atas
nama SAKSI 1 dan Lia binti Halim, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx
xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba’da
dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih
selama 6 (enam) bulan sampai saat ini karena Tergugat menyuruh tantenya
membawa Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan
yang sifatnya terus menerus yang menyebabkan keduanya berpisah tempat
tinggal disebabkan karena Tergugat berkali-kali mengusir Penggugat dan
akhirnya menyuruh tantenya membawa Penggugat pulang kerumah orangtua
Penggugat sehingga xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya
sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah
tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana
untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengacu pada Yursiprudensi
Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 237.K/AG/1998.
“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya
sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman

bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga
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dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu
fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti
terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga
dengan prinsip mu’asyarah bil-ma’ruf telah gagal diperankan Penggugat dan
Tergugat, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan
Penggugat dan Tergugat, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam
keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap
harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan
madarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari
Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai
pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis, dalam Kitab Fighu as Sunnah, Juz I, halaman 249 :
Las o2V S5 7 550 b el o) As 3l A alill o] Wl oo S 1304
legin 72 Yl (e —alall jae 5 Legllal o 3 ylall al 53 aaa Gl
A b asll Lgall
yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan
terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan
keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk
meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba’in”;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan

hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat,
sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Bantaeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp646.000,00 ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M. Kamaruddin
Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana,
S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
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beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufik, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd
Nova Noviana, S.H.
Dian Aslamiah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S. H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 480.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng
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H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.
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